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PENGANTAR  

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA 

di seluruh Indonesia. Program BOS SMA yang merupakan program utama (icon) PMU ini diharapkan 

mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang 

terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.  

BOS SMA adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran 

dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan 

satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi 

biaya operasional sekolah non personalia.   

 
Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA tersebut, 

sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin 

dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. 

Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan 

(diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang 

diterima dan besarnya biaya sekolah.  

 
Pada tahun 2013 ini, dialokasikan dana BOS SMA sebesar Rp. 2,118 triliun untuk 4,23 juta siswa 

SMA. Bantuan disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung ke sekolah. Pelaksanaan program 

BOS SMA mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah, dengan mengutamakan konsep 

manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu  dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, 

transparan, akuntabel, demokratis, efektif efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling 

percaya.   

Kami menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala, 

namun demikian kami berharap dapat memberikan layanan pendidikan menengah yang terjangkau 

dan bermutu bagi seluruh siswa.    

 

Jakarta, April 2013 

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 

 

 

 

 

Ir. Harris Iskandar, Ph.D 

NIP. 19620429 198601 1 001 
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DISKRIPSI PROGRAM  

 

A. NAMA 
PROGRAM 

  

: Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas   
(BOS SMA) 

B. PENGERTIAN : 1. BOS SMA adalah program Pemerintah berupa pemberian dana 
langsung ke SMA baik Negeri maupun Swasta dimana besaran 
dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan 
jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit 
cost) bantuan;  

2. Dana BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi 
biaya operasional non personalia;  

3. BOS SMA memberikan dana untuk membantu sekolah 
memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud 
keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana 
bantuan operasional sekolah tersebut, sekolah diwajibkan 
untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount 
fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan 
biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa;  

4. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya 
pendidikan menjadi kebijakan (diskresi) sekolah dengan 
mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana 
yang diterima dan besarnya biaya sekolah.  

 
 

C. TUJUAN   : Mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi 
semua lapisan masyarakat, sedangkan secara khusus bertujuan:   
1. Membantu biaya operasional sekolah.  
2. Mengurangi angka putus sekolah SMA.  
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.  
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) 

bagi siswa miskin di bidang pendidikan SMA melalui 
membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee)  
tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.   

5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi 
siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang 
terjangkau dan bermutu.  

 
 

D. 

 

SASARAN : Sasaran program adalah SMA Negeri dan Swasta di seluruh 
Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan berdasarkan 
jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut:  

- Tahap I: 4.072.860 siswa; 
- Tahap II: 4.235.774 siswa.   
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E. SATUAN BIAYA : Tahap I: Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per siswa/semester  

Tahap II: Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per siswa/semester  

 

F. PEMANFAATAN 
DANA 

: BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi 
kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia sesuai dengan 
Permendiknas No. 69 Tahun 2009, meliputi antara lain:  
 
1. Pembelian / penggandaan buku teks pelajaran;  
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran; 
3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam 

kegiatan ulangan dan ujian; 
4. Pembelian alat dan bahan habis pakai; 
5. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler; 
6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah; 
7. Langganan daya dan jasa lainnya; 
8. Kegiatan penerimaan siswa baru; 
9. Penyusunan dan pelaporan;  
 
Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas 
pengalokasian dana bantuan operasional sekolah tersebut, sekolah 
diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu 
(discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah 
dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. 
 
 

G. PERSYARATAN 
PENERIMA 

: 1. Penerima dana program BOS SMA adalah SMA Negeri dan 
Swasta di seluruh Indonesia.    

2. Sekolah penerima dana BOS SMA berkewajiban untuk mengisi 
data individual sekolah menengah secara on line melalui 
website: http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id  

3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas 
pengalokasian dana BOS SMA, sekolah diwajibkan untuk 
membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) 
siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-
biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa;  

4. Semua sekolah yang menerima dana BOS SMA harus mengikuti 
pedoman BOS SMA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

5. Sekolah yang menolak menerima dana program BOS SMA harus 
mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin 
kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.  

6. Sekolah Negeri dengan kategori kondisi ekonomi tinggi dan 
bermutu tinggi penerima dana  BOS SMA wajib melaksanakan 
program ramah sosial dengan cara mengidentifikasi dan 
merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk 
mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan.    

 

http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id/
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H. JADWAL KEGIATAN               :  

NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

1. Pengumpulan Data Sekolah 
Penerima Dana BOS SMA 
2013 

Tahap I   : Januari - April 2013 

Tahap II  : Juli ς Agustus 2013 

2. Penyusunan Petunjuk Teknis 
BOS SMA 2013  

Januari - April 2013 

3. MOU dengan Bank/POS 
sebagai lembaga penyalur 

April 2013 

4. Penetapan Sekolah 
Penerima BOS SMA 2013 

Tahap I  : Mgg II-III, April 2013  

Tahap II : Mgg III-IV, Agustus 2013 
s.d Mgg I September 2013 

5. Penyaluran dana BOS SMA 
2013 

Tahap I  : Mgg IV April- Mgg I Mei 
2013 

Tahap II : Mgg II-III September 2013 

6. Pemantauan pelaksanaan 
Program  

Oktober-November 

7. Laporan pelaksanaan oleh 
Sekolah 

Tahap I  :  Juli 

Tahap II :  Desember 

 
 
 

I. LAYANAN 
INFORMASI 

: Direktorat Pembinaan SMA, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 
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BAB. I  

PENDAHULUAN  

 

A. DASAR HUKUM 
 

Dasar hukum pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas  (BOS SMA) kepada 

sekolah meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas 

Pembantuan. 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 

tentang  Perubahan Atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.  

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya 

Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).  

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja 

Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga.  

 

 

B. LATAR BELAKANG 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 

bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.  
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Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib 

Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan 

dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010.  

Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya 

jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan 

Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan 

SMP, hanya  sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 

1,2 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 

siswa SM mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan 

ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah mencanangkan program Pendidikan 

Menengah Universal (PMU) yang dimulai pada tahun 2013. Salah satu tujuan PMU adalah 

memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara 

ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah.   

Untuk mencapai tujuan PMU tersebut, pemerintah telah menyusun program Bantuan 

Operasional Sekolah Menengah Atas  (BOS SMA).  Pada tahun 2013, telah disiapkan anggaran 

sebesar 2,3 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta diseluruh 

Indonesia.  Tujuan digulirkannya program BOS SMA ini adalah membantu sekolah memenuhi 

biaya operasional non personalia dan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya 

pendidikan dalam kerangka program PMU.  

 

 

C. PENGERTIAN 

Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program BOS SMA:  

1. BOS SMA adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMA baik 

Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung 

berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan;  

2. Dana BOS SMA digunakan untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah non 

personalia;   

3. BOS SMA memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional 

sekolah. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana 

bantuan operasional sekolah tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee 

waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran 

sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa;  

4. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi 

kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin 

yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.  
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D. TUJUAN  

Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang 

terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung PMU. 

Sedangkan secara khusus bertujuan:  

1. Membantu biaya operasional sekolah.  

2. Mengurangi angka putus sekolah SMA.  

3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.  

4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SMA 

dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee)  tagihan biaya 

sekolah bagi siswa miskin.   

5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk 

mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.  

 

 

 

E. SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN  

Sasaran program adalah untuk SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan 

per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut:  

Tahap Penyaluran 
Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah 

Siswa 

Satuan Biaya 

(Rp) 

Total Alokasi    

(Rp. Milyar) 

Tahap I SMA 4.072.860 60.000 244 

Tahap II SMA 4.235.774 500.000 2.118 

Total Tahap I & II    2.362 

Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan 

biaya BOS SMA. Satuan biaya (unit cost) program  BOS SMA sebesar Rp. 560.000/siswa/tahun. 

Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2013 sebesar 

Rp.2.362.258.600.000  (dua triliun tiga ratus enam puluh dua milyar dua ratus ratus lima 

puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).  

 

 

F. WAKTU PENYALURAN DANA  

Dana BOS SMA disalurkan dalam 2 (dua) tahap penyaluran. Dana BOS SMA tahap I adalah 

untuk periode Januari-Juni 2013, sedangkan tahap II adalah untuk periode Juli-Desember 

2013.   

Penggunaan dana sesuai dengan tahun anggaran yaitu terhitung dari periode Januari sampai 

Desember 2013, atau semester 2 (dua) tahun pelajaran 2012/2013 dan semester 1 (satu) 

tahun pelajaran 2013/2014.  
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BAB. I I  

PROGRAM BOS SMA DALAM 

PENDANAAN PENDIDIKAN  
 

 
 

A. PERANAN PROGRAM BOS SMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM 

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 

Program BOS SMA merupakan salah satu program utama (icon) pemerintah yang bertujuan 

mendukung keberhasilan program PMU yang dirintis pada tahun 2013. Seluruh stakeholder 

pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BOS SMA yaitu:  

1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk 

mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu.   

2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah 

yang  terjangkau dan bermutu.    

3. Mempersempit gap partisipasi sekolah antar kelompok penghasilan (kaya-miskin), dan 

antar wilayah (kota-desa).   

4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah 

karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler sekolah.    

5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat 

yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin (subsidi silang).  

 

 

B. PROGRAM BOS SMA DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) 

Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu: 

kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata 

ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi 

atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan 

program BOS SMA menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan, 

komite sekolah dan masyarakat.  
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C. SKENARIO PENDANAAN PENDIDIKAN MENENGAH 

Pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah menengah. Peraturan 

Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya 

pendidikan meliputi: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya 

Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.      

 

Gambar 1. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah 

 

 

Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan 

tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana. Sedangkan, biaya 

operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan tunjangan  PTK, dan 

biaya operasional non personalia. Adapun, biaya pribadi peserta didik merupakan biaya yang 

ditanggung oleh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.   
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